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PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

(e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata
I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

Melawan

, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota
Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2019 telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 06 Maret
2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat tanggal 04 Maret 2010 dihadapan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: 415/55/111/2010 tertanggal 05 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri (bada dukhul), dan selama menikah
awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah
Penggugat di Jalan Bandar Khalifah, Gang Nami, Dusun IV Marar, Desa
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Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
dan terakhir tinggal bersama di Jalan Bustaman, Gang Wijaya Kesuma,
Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama Zicco Alvaro, laki-laki, lahir pada tanggal 14-12-2010 dan
saat ini anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak akhir bulan
September 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat
Tergugat di atas, sedangkan 1 tahun kemudian Penggugat pindah ke
rumah Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 3 tahun 5 bulan
lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat
tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak
menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugat di sidang Pengadilan Agama,;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cqg. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
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Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai
dengan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang relaas panggilannya
masing-masing dibacakan di dalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Percut sei
Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor 415/55/111/2010 tanggal 5 Maret
2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti
P.);
B. Bukti saksi :

1. umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. , pekerjaan jualan, tempat
tinggal di Jalan Pasar V Gang Durian 21 Nomor 1. Dusun Xl Desa
Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, yang tanggal dan
bulannya saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama terakhir di Dusun IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu
saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga
pada umumnya, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai bermasalah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang
puncaknya terjadi pada bulan September 2015 yang lalu sehingga
akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang
sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 3 tahun 7 bulan
lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama pada
awalnya adalah Tergugat dan sekitar setahun kemudian Penggugat
pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

2. umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di di Pasar V, Jalan Banteng, Gang Durian 21,
Dusun XllI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat
adalah suami Penggugat (menantu saksi);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, yang tanggal dan
bulannya saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama terakhir di Dusun IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu
saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga
pada umumnya, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai bermasalah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang
puncaknya terjadi pada bulan September 2015 yang lalu sehingga
akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang
sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 3 tahun 7 bulan
lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama pada
awalnya adalah Tergugat dan sekitar setahun kemudian Penggugat
pulang kerumah saksi sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
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Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi
tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat

tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada
berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk

pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang
menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun sesuai
dengan relass panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang masing-masing
dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan
ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum, oleh karena oleh karenannya Tergugat harus dinyatakan tidak

hadir dan pemeriksan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat
dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke
persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

dilaksanakan;
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B4

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat
tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang
penyebabnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan

Penggugat pada point 4 sampai dengan point 6;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak
memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk
datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan
patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang
dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup
alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan
Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara
ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan
telah pisah rumah sejak bulan September 2015, Tergugat pergi meninggalkan
Pengguga dari tempat kediaman bersama dan selanjutnya setahun kemudian
Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak pernah

bersatu lagi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara
verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka
kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
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dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan

2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti
oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan
Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,
oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7
ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut
tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan
orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan
saksi pertama yang bernama Henny binti Fachruddin sebagai saudara
sepupu Penggugat dan saksi kedua bernama Supriati binti Amir Hamzah
sebagai ibu kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut
mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang
dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut
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Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah
sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan
Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil
dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung
kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308
ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik
bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah

mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta

hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah,
menikah pada tanggal 04 Maret 2010 yang lalu, terakhir tinggal bersama di
Jalan Bustaman gang Wijaya Kesuma Desa Bandar Khalifah Kabupaten
Deli Serdang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih
Dulan September 2015 sampai dengan sekarang sudah sekitar 3 tahun 7
bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur
terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (Broken
Marriage), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu
dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu

atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi
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sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (stress) dan kerusakan

mental (Mental Dis order) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta
mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi:
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Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim
berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan
akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan
kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai gaidah ushul yang terdapat dalam

kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

L el
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B4

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas telah terbukti secara nyata bahwa salah satu pihak telah pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun
1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat
dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 531000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. EImunif dan Emmabhni, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim
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Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. EImunif Emmahni, SH., MH.
Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 440.000,00,
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai . Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 536.000,00,
(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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